SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 100.3.4.2/6/Kept./403.013/2026

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN MAGETAN
BUPATI MAGETAN,

bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh
merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah
berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan
kumuh dan permukiman kumuh ditetapkan oleh
Bupati;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di
Kabupaten Magetan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6624);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun
2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Magetan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU : Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di
Kabupaten Magetan



KEDUA : Lokasi peningkatan kualitas perumahan dan permukiman
kumuh di Kabupaten Magetan sejumlah 26 (dua puluh
enam) kawasan dengan luas total sebesar 282,48 (dua
ratus delapan puluh dua koma empat puluh delapan)
hektar, dengan penjabaran:

a. daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh di Kabupaten Magetan tercantum dalam
Lampiran I Keputusan ini;

b. peta sebaran lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di Kabupaten Magetan tercantum
dalam Lampiran II Keputusan ini; dan

c. buku profil lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh di Kabupaten Magetan tercantum dalam
Lampiran III Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka
Keputusan Bupati Magetan Nomor
188/131/Kept/403.013/2020 tentang Penetapan Lokasi
Penanganan Kawasan Prioritas Sektor Infrastruktur Dasar
di Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 14 Januari 2026

BUPATI MAGETAN,
Salinan sesuai dengan aslinya
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